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BUPATI NIAS SELATAN 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN 
NOMOR l TAHUN 2024 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NIAS SELATAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen- 
dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu 
yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- 
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke 
dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah 
bersama DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan 
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6864); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN 

dan 

BUPATI NIAS SELATAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaen Nias Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaarl urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan 

yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunal daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

11. Pembiayaan adatah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut : 

1.  Pendapatan daerah Rp.  1.544.653.032.849,00 
2.  Belanja daerah   Rp.  1.638.170.897.561,00 

  Surplus/(Defisit)  Rp.      (83.517.864.712,00) 
3.  Pembiayaan daerah:  

   a. Penerimaan pembiayaan  Rp.  88.517.864.712,00 
   b. Pengeluaran pembiayaan  Rp.  5.000.000.000,00 

  

   Pembiayaan netto Rp   83.517.864.712,00 
    Sisa lebih pembiayaan anggaran  

    Tahun Berkenaan (SILPA)  Rp. 0,00 

 

Pasal 3 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 

1.544.653.032.849,00 yang bersumber dari : 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Pasal 4 

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a terdiri dari : 

a. Pajak daerah  Rp. 9.486.954.849,00 
b. Retribusi daerah   Rp.    310.605.800,00 

c. Hasil pengelolaan keuangan  
   yang dipisahkan  Rp. 6.266.900.000,00 
d. Lain-lain PAD yang sah  Rp  3.540.462.200,00 

 

Pasal 5 

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan : 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat Rp. 1.466.548.110.000,00 
b. Pendapatan transfer antar daerah Rp.  52.000.000.000,00 

 

Pasal 6 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai mana dimaksud 

dalam pasal 3 huruf c terdiri dari  lain-lain pendapatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Rp.16.500.000.000,00 

 

Pasal 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 

sebesar Rp. 1.638.170.897.561,00 yang terdiri atas : 

a.  Belanja operasi;  
b.  Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan  

d.  Belanja transfer 

 

Pasal 8 

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar  Rp. 859.807.797.199,00 yang terdiri atas :  

a.  Belanja pegawai  Rp. 461.122.060.420,00 

b.  Barang dan jasa   Rp. 239.864.760.222,00     
c.  Belanja subsidi   Rp. 916,774.200,00 

d.  Belanja hibah  Rp. 152.241.510.357,00  
e.  Belanja bantuan sosial Rp. 5.662.692.000,00  

 

Pasal 9 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

direncanakan sebesar  Rp.310.009.794.997,00 yang terdiri atas :  

a.  Belanja modal peralatan dan mesin  Rp. 18.238.982.243,00 

b.  Belanja modal gedung dan bangunan  Rp. 161.704.745.642,00 
c.  Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi  Rp. 130.001.067.112,00 
d. Belanja modal aset lainnya  Rp. 65.000.000,00 

 

Pasal 10 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 yang terdiri dari 

Belanja tidak terduga. 
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Pasal 11 

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 

direncanakan sebesar  Rp.465.853.305.365,00 terdiri atas : 

a. Belanja bagi hasil Rp. 979.756.065,00 

b. Belanja bantuan keuangan Rp. 464.873.549.300,00 

 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar 

sebesar  Rp. 83.517.864.712,00 yang terdiri atas : 

a. Belanja bagi hasil  Rp. 979.756.065,00  

b. Belanja bantuan keuangan  Rp. 464.873.549.300,00 

 

Pasal 13 

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.517.864.712,00 yang terdiri 

dari Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya. 

 

Pasal 14 

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang terdiri 

dari Penyertaan modal daerah. 

 

Pasal 15 

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 
belanja daerah mengakibatkan Surplus sebesar 

Rp.83.517.864.712,00 

 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya 

dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai 

dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 
kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan 

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau 

kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 

berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 
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c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1.  Lampiran  I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  
2.  Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;    
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  
4.  Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta 
Hasil  dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;  

5.  Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi  
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;     

6.  Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;  
7.  Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 

Rancangan APBD;  
8.  Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;  
9.  Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan 

Program Prioritas Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

11. Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah;  
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 

Daerah Lainnya;  
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;  

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); 
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan  

16. Lampiran  XVI  Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 18 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
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Pasal 19 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Selatan. 

BUPATt NLA SELATAN, 

HILARIUS DUHA 

Ditetapkan di Teluk Dalam 
pada tanggal 1$ Januari 2024 



Peraturan Oaerah 
Nomor 1 Tahun 202-4 

Tanggal 15 Januarl 2024 

Lamplran I 

KABUPATEN NIAS SELATAN 
RJNGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN 

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 

KODE UAAIAN JUMLAH(Rp) 

1 2 3 

4 PENDAPATAN DAERAH 

4.1 PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAD) 18.604.922.848,00 

41 01 Paja\ Oaerah 9 466 954 8'19.00 

4.1 02 RetribUSI Oaerah 310 605 800,00 

4 1 03 Hasil Pengelof•an Kekayaan 01ereh yang Olpt5ah-.an 6 266 900 000,00 

41 04 Lain-lain PAD yang Sah 3.540 482 200.00 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.518.!143.110.000,00 

42 01 Pendapetan Treo1fer Pemerinteh Puset 1 466 5<16 110 000,00 

4.202 Pendapatan Trans-fer Anter Oaerah 52.000 000 000,00 

4.3 LAIN-l..AIN PENDAPATAN OAERAH YANG SAH 16.500,000.000,00 

4 3 03 Lmn--laln Pendapatan Sesual dengan Ketentuan Pe.raturan Perundang...Undangan 16 500.000 000,00 

Jumlah Pendapatan 1.554.653.032.848,00 

6 BELANJA DAEAAH 

5.1 BELANJA OPERASI 858.807 .797.19jl,00 

51 01 8efanja Pegawel 461122.080 420,00 

51.02 Belanja Sarang dan Ja5a 239 88'1 760 222,00 

5.1.04 Selanja Subsldl 816.774.200,00 

51 05 Sef:anje Hibeh 152 241510357,00 

5 1 06 Betanja Bantuan Soslal 5 662 692.000,00 

5.2 BELANJA MODAL 310.008.784.997,00 

5202 BelanJB Modal Peralatan dan Met in 16 238 982.243,00 

52 03 Bel1nja Modal Gedung dan 8angunan 161.704 745642.00 

52 04 Belan)a Modal Jalan, Janngan, dan lrlgasl 130 001 067 112,00 

5206 Belen}a Modal Aset Lalnnya 65 000 000,00 

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.500.000.000,00 

53.01 B�anja Tidak T erduga 2 500 000 000,00 

5,4 BELANJA TRANSFER 485.853.305.385,00 

54.01 8.atanja Bag, Hesll 979 758 065.00 

5 4 02 Selarija 9antuan Keuang1n 464 873 549 300,00 

Juml•h BeJanJ• 1.8311.170.897 .581,00 

Total Surplul/(Defillt) -83.517.864. 712,00 

) f Hj ) «r 



KODE URAJAN JUMLAH (Rp) 

1 2 3 

6 PEMBIAYAAN OAERAH 

6.1 PENERJMAAN PEMBIAYAAH 66.517.664.712,00 

61.01 Sin 1.<11,ih Port,itungon Anggorifl T ohun Sebelumny• 68.517.864. 712,00 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYMN 5.000.000.000,00 

6.2.02 Penyertaan Modal Oawah 5.000.000.000,00 

Jufmah Pengalu.ran Pemblayun 5.000.000.000,00 

Pemblayun Netto 13.517.664.712,00 

5.3 Slsa Lellih Pemblayaan Anggoran o-a,, Tatu.n Berkenaan (SILP.t,) 0,00 

Kab. Nias"Selatan, 15 Januart 2024 

El<Jpati 

1-!fl.ARIUS DUHA 
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